MEMAHAMI HAK-HAK TRADISIONAL
DI PASAL 18B AYAT 2 UUD 194§

—ll—

Erwin Dwi Kristianto
syarakat Adat

*Peneliti Perkumpulan HuMa Indonesia




SOEPOMO - SIDANG KEDUA BPUPKI
15 JULI 194S

“Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati
juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan
(Kooti), baik di Djawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa

_ Belanda dinamakan zelfbesturende landschappen”. Kedua, daerah-daerah kecil yang

mempunyai susunan asli, ialah Dorfgemeinschaften”, daerah-daerah kecil yang
mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, negeri di Minangkabau, dusun

dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksud
panitia ialah hendaknya adanya daerah-daerah istimewa tadi. lalah daerah kerajaan

(zelfbsturende landschappen) dan desa-desa itu dihormati dengan menghormati dan

memperbaiki susunannya asli. Begitulah maksud Pasal 16.”
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g , PASAL 18B AYAT (2)
UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN

Pasal 18B Ayat (2) yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012Hak asal-usul yang ada di UUD 1945 sebelum
amandemen dapat disamakan dengan hak tradisional sebagaimana dimaksud Pasal 18B
ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen.




APA ORIGINAL INTENT DARI FRASA
HAK-HAK TRADISIONAL PADA UUD
1945 SETELAH AMANDEN?



PENDAPAT PESERTA-PESERTA SIDANG AMANDEMEN UUD 1945, SETIDAKNYA DAPAT DISIMPULKAN
INTENS| DARI PERANCANG PERUBAHAN UUD 194S TENTANG RUANG LINGKUP HAK TRADISIONAL:

pada rapat ke-25 PAH |, 2 Maret 2000, Lukman Hakim

Pada rapat ke-23 Panitia Ad Hoc (PAH) | BP MPR Saifuddin dari F-PPP menyatakan: “...perubahan-perubahan
Perubahan Kedua UUD, 29 Februari 2000, Pendeta yang kita lakukan terhadap Undang-Undang Dasar itu
Pattiasina dari PGl menyampaikan: “...pemerintahan hendaknya meliputi pengakuan sepenuhnya atas kedaulatan
daerah dengan otonomi khusus atau otonomi luas masyarakat, khususnya masyarakat adat. Tidak saja
agar dihidupkan kembali struktur masyarakat berkaitan terbatas pada pemanfaatan sumber daya alam
setempat seperti kerapatan adat, dan dijadikan tapi juga berkaitan dengan hukum pemerintahan.”
badan oleh pemerintahan desa, karena dengan
demikian yang akan tampil adalah sistem Primus Pada rapat yang sama, Sandra Moniaga dari ELSAM
Interparis di desa tersebut. menyampaikan: “...bicara tentang hak adat di sini, itu bukan

hanya hak adat yang atas sumber daya alam. Tetapi hak
adat yang sifatnya lebih holistis.” Sandra Moniaga
menambahkan: “Ada satu otonomi bagi di masyarakat adat
. / untuk mengatur dirinya sendiri yang kita kenal self-
' determination...”




PENDAPAT PESERTA-PESERTA SIDANG AMANDEMEN UUD 1945, SETIDAKNYA DAPAT DISIMPULKAN

INTENS| DARI PERANCANG PERUBAHAN UUD 194S TENTANG RUANG LINGKUP HAK TRADISIONAL:

dalam Rapat PAH | ke-36, 29 Mei 2000, F-PG memberikan
usulan: “...Negara mengakui masyarakat hukum adat dan
teritorial untuk memiliki Pemerintahan sendiri
berdasarkan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah
yang bersifat istimewa dan khusus yang diatur dengan
undang-undang.”

Dalam rapat yang sama, Abdul Khaliq Ahmad
menyinggung: “... berkaitan dengan hak asal usul dari
daerah-daerah. Saya kira ini kita tetap harus dihargai
sebagai satu bentuk keunikan daerah, oleh karenanya

maka penamaan daerah-daerah tidak boleh
diseragamkan...”

pada Rapat Tim Perumus PAH | BP MPR, 31 Mei 2000, Hobbes
Sinaga mengusulkan juga aturan mengenai perlindungan
masyarakat hukum adat: “Mengakui dan melindungi
masyarakat hukum adat, riwayatnya, untuk mengatur
kemasyarakatannya berdasarkan hukum adatnya itu.”

Dalam Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Ke-3 Lanjutan, 12
Agustus 2000, Lukman Hakim Saifuddin kembali mengusulkan
agar pembagian daerah bukan hanya provinsi dan
kabupaten/kota, melainkan seperti UUD 1945 asli di mana
daerah kecil seperti desa, nagari, dan lain-lain juga diakui
sebagai daerah. Happy Bone juga menyepakati pendapat itu
dan menyatakan bahwa struktur pemerintahan daerah harus
sampai pada lapisan paling bawah, jadi angkat desa, nagari,
kelembagaan adat.



Rapat Lobi Komisi A MPR, 14 Agustus 2000, Bagir Manan selaku ahli
menyampaikan usulan rumusan Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, masyarakat hukum
asli serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia.”

Saat itu-lah pertama kali usulan berbagai hak masyarakat adat yang
. disampaikan oleh forum dirangkum oleh Bagir Manan ke dalam istilah
“hak-hak tradisional”. Beberapa anggota rapat bertanya kepada Bagir
Manan mengenai pengertian hak tradisional tersebut.

Bagir Manan menjawab “Hak tradisional itu hasil perdebatan karena
disamping hak ulayat masih ada hak-hak lain sehingga kita meluweskan
jadi hak-hak tradisional sehingga itu hak-hak ulayat, hak-hak adat lainnya,
~ hak numpang karang, hak macam-macam itu kalau ada.



BAGAIMANA ARAH PENGATURAN DI RUU
MASYARAKAT ADAT VERSI KOALISI
KAWAL RUU MASYARAKAT ADAT?
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g UU Nomor 6 Tahun 2014 mantan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddigie pernah berpendapat

seputar original intent. Menurutnya membaca original intent hanya merupakan salah satu

cara memahami konstitusi. Penafsiran kontekstual (sesuai konteks) adalah contoh metode
lainnya.

" Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 juga menyatakan penafsir undang-undang dasar tidak
boleh semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “originalisme” dengan
mendasarkan diri hanya kepada “original intent” perumusan pasal UUD 1945, terutama
apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan

~+ UUD 1946 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang
? = melandagi,ﬁdéng-undang dasar itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang
: i hendak diwujudkan
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penelitian Perkumpulan HuMa
Indonesia pada 2024 memetakan

terdapat setidaknya 12 (dua

belas) hak Masyarakat Adat
dalam pelbagai undang-undang

penelitian Perkumpulan HuMa
Indonesia pada 2024 memetakan
terdapat setidaknya 4 (empat) hak
yang diatur dalam 3 (tiga) perjanjian
internasional yang mengikat
Indonesia.

Selain itu, ada 2 (dua) perjanjian
internasional yang belum mengikat
Indonesia, yang memberikan
perlindungan terhadap hak
masyarakat adat




UUD 1945

Mekanicme pengaloaan
mazyarakat adat mazih

Pasal 18 B ayat
(2) dan 28 I ayat
3

El-:rl'h:l.dungnn macyarakat adat]

H

E [ | dilakukan cecara bercyarat,

& berlapic dan cektoral

E Konflikc agraria dengan korban
= utama adalah perempuan adat
. dan anal

H Belhum ada upaya penyelecaian
= konflik cecara terstrulktur

H

E Belum ada lembagas di tinglkeat
. naczional dan dasrah untuk

o = mzlakzanalan proces-proces
A pengakuan dan perlindungan |
: macyarakatadat

= EBelum ada kevrenangan

E ey moacyarakat adat di dalam

3 menjalankan hak atal-uzulnyal
E

E Hila.r.g;u}'n identitac,

= __| pengetahuan, dan bahaza

x macyarakat adat di pelbagai
H tempat

H Participaci macyarakatadat di
= — dalam Parsncanasn,

H Pelakzcanaan dan Pengavazan
E Terdapatpelbagai peraturan
* perundang-undangan yang

o . celama ini bertentangan

¢

.

H

dengan cemangat
penghormatan, pengalkuan dar

Landasan filosofis: teonga upaya oo

maningiatian maliter hidp cahmih
Wargp. Megara [ndonecia tarmaciak
maryaraint adat Pongakuan dan

parimunzan masvarakar adat Decerie

hak-hakmya merupalen carmnan dar

panpharpasn terhadap Ke-shineka-an, Hal

Acngi Mamicia, Certa menjage dan
mampariniat ntegracdi naconal

Lardagan sosiolaglis @ kehidupan
masyarakac adat yang

cardiskelninasl dan carmar]lnalkan

landasan yurldis: paraturan
rdndang-undangan yang ada sallng
tumpang Tindlh dengan upaya-upapa
panghormatan, perlindungan, dan
peranuban Hak hsasi Manusia
marhadap masyarakat adac, sehingga
tldak efaktif dan eflsien serta
manimtalkan blaya yarg cinggl.

|

Mewyudlsn penghormatan,
pengalian, dan perlindungan
masyarakat adat dan halc-hak

tradisionalnya. Model pengaluannya
adalah deldaratif

1 Melakzanalkan harmonisasi regulasi
cara membatalksn dan/atau mensghapus
karalkter pengaturan masyarakat adat
vang bersyarat, berlapis, parsial/sektoral
ci pelbasgal peraturan perundang-

Hetenfuan Tmam
Esmpruan urmim BUL tentany MaCyRraiat Adat Derici hataran poanpersan amu
dafinici, cingiatan am akoonim yang digunakan, Dalam Ketenihism umam
dijelarckcan bebarapa batacan pamporsman tarkait dengan paryalangssarasn
ahumnan antara 1am, -namun Hoak tarbamc- padas
. Masyarakat Adat,
. Masyarakat Hulkoom Adat,

Basyarakat Tradisional,
. Wilayah Adat,

Hak Asal Usul danfatau Hak Tradisional,
f. ‘dan seferusnya

AERADTR

Tata Cara Pendaftaran Masyarakat Adat

BUU tenmng Macyaraiat Adat mengatur mokanicma Fang cadarhana
dan lebih menjAomin keepatan don  MEcepatan  oarta bercifat
admiTyic rarif,

Eagian partama alcan INen At mia cars pandaftaran Maryaraknt adat
[zubiak). Tata cara pandaftaran Macyaraicat Adat dixvali dengan procas
identfiiceri matods Seif-identiScation oleh Macyarakar Adat lah
dilamjutican olah proces verifkacd oleh Pemerintah Daarah dan beralktis
dangAn Procal pencAtatan kebaradann macyarakat adat aleh lembaga
VA mAmEarus Macyarakat Adar.

Eagian edum aian mengaiur e cara pandaftaran onjel Dalam hal

ASAS-A5AS

a. BUU tentang Masyarakat Adat mengatu asas-asas yang menjadi dasar,
meliputi: Partisipasi,

b. Eeadilan Soskal,

r. Transparansi,

d. Kesstarann/Mon-disknminasi,

e. Hak Asasi Manusia,

£ Hogan Urmnam,

g Eeberlonjutan Lingloangan

pandaftaran objei. lanbaps YANE MARpATIc  macyarakat adat
malalniican koordinasi proces pencamtan Halk Acal Usul dan / ata Hak
Tradicional di kameanterian danfatol lemoaga.

Restitusi dan Rehabdlitasi

EUU tantang Macyarakar Adar mengarur Macyarakat Adat berhak
mendapatikan rectituci dan fatas kompencaci yang layak dan adil atac
pengambilalinan, pangeacasn. dan penggunasn wilayah adat tanpa
pRrcetauan Macyaralat Adat.

Pemberdayaan Masyarakat Adat

BUL temtang Macyarakat Adat mengatir bahwa pamberdagyaan
macyaraka: adat doancang cecara bodfom up dan open meml
Pemberdayasn hamic langrung menysniun Macyarakat Adat ebagni

Tujuan

Bagian tujsan manjlarksan arah palitk buicum BUU wmntang Macyarakat Adas

anmra lain, -nemun SdeX ferhaing- pafas

a. Mewupidkan penghormatan, pengakuan, dan perlmdungan masyarakat sdat

mewujudkan
penghormatan, pengokuan dan perlindungan masyarakat adat dan halehak

dan hak«hak tradisionalnya; dan

k. Melaksanakan = harmonisasi  regulasi  dalam  rangka

tradisionalnya

cubjek dan kelompaok cacaran. Pemberdayasn Liacyarakat Adat
dilalniian oleh pamerinmb, pemerintah dagrah, dsnm mAcyaTAdodt.

Pumberdayasn macyarakat huloum adat terceivat daiolcan tecara
taramcana. fan terpachl dengan melibatiean macyaraioat huloim adat
carta di bawah loordinazi Mmbags FALE Imengurucl macyaraat adat

Tanggung Jawab, Tugas dan Eewenangan Pemerintah

EUL wntang bacyarakat Adat mangabur @oggung jownb. tugns dan
kewenangan pamenmtah. Dand percpeictd HAM, tangsung jawab Kegara
. Pemarmtah adalah menghormati, melindung, dan memenahi hake-

Hak dan Hewapban BMasyarakat Adat
Bagian ini wmrbap menjadi dus yast partams terksic Hak Acsl Unil dan fatswe

Hak Tradicional cebagai Hak Acari Mianusia dan bagian kedus mangatur tentang

kuwaiban Liacyarakat Adar Bagian Pertama TGnpATUT TCATA konkre: dan
lENgcAp kW nANEAn-KeWENATIFALL APA TAjA FARE marapakan tunman dari Halk
Aral Uzl danf sy Hak Tradicional anoars bein, -nanmm Hdsi tarbame- pads:

halk dan kebebacan dacar cetiap wargsa negara, temmacuk Macyaralkat
Adat

Mekanisme FPenyelesaian Sengheta

BUU tontang Macysrakst Adat mangahur kewenangan lambaga
paradilan adat baoart eputusanoya. RUL ind jugs meampsrtegas poisi
parsdilaT afst dalam cictam paradisn o Indonozis.

a Hak unfuk menenculon nacit teandin den batacan pensrspannya Fenoanaam

T, Halkatas tanab, wiayah dan sumber daya slam ELUT tentang Macyarakat Adat momberd mandat kepada Pemarimtah,
. Habkunnuik manelenkan pemernaian Pumarintah Frovinci dan  Pemerintah  Esbupaten)Kota  unbik
d. Hak untuk manjalanian uoum dan s paredidan ada menyediakan anggaran delam Anggaran Fendapatan dean Eslanjs
Q. Hak atac pambangunan Ig |APET), Anpparanm Pandapatan dan Belanjs Dasrah [AFED

£ Hak atac cpirituahitac dan emidaymsm Frn;\p; maupun  Kabupaten/Eota. Helambagsan yang m.n.u.g..:m:'
g Hak atas Imgiungsn hidhip Blacyarabat Adat berhak untuk melalilan penmjacan, peniamn, dan
L. Hak ataz pandidikan PEMANTAUAN TeITA Melaiuion penyelaracan dan oordimaci

1. Hak ataz Eezabatan ¢ Peran Serta Masyarakat

1. Hakateo panpstaluisn wadicionad FUU tentang Blacyarakat Adat MGngAtur &t Cara peran  carta
k. Hakulaypar macyarakat Selain itu, BUU juga memactcan pearindungan terhadap
1. Hak koleknl peremplan adat paran certa tarcabiit malahu panganiran Anti-SLAPP |Strategic Lamoait
m. Hak untuk menjalanksn pamarimtahsen Agzin=z Public Participation).

Helembagaan Pengawasan, Pengendslisn, dan Penegakan Holmm

RUU tentang Macyarakat Adat alan membentil kedambagman di togiat Naconal RUU tentang Masyarakat Adat melihat pendekatan *command and

dan Dasrah yang menguras dan mebaleanakan pangabnaan terhadap Josberadaem

cyarakat adat dan haic-hakmye. Eelembagasn ind berada langump di baman

Prucidlen, janp beranggotalan unciy  pemerintab, akadomisi  orpamicaci
macyarakar cipil Biacyarakat Adatr dan betarmailan perampuan. Afirmatiie aotion
dilakokan cchingga jumlah perpaldlan  mmacyaraioat  adat  lebih  banyak
dibandimgian uncur, ammys. Kelembagasn o Demenangan Antara 18, -mamsein
tida’ terbatns pada:

A

b

C.

MelalllbAn procec pendafaran macyarakat adat becorma Hakoacal Usul
dan ata Hak Tradicional;

Menglooordinasi proces pencatatan Elak Acal Tioul danfasa Hak Tradicional di
Emen tarian danf Al lembaga:

Merrberi perimbangan kmpada Preciden tentang cemaa hal yang bericadtan
dengan Macyaradat Adac

Meialian peninjauan, panilaian, dan pemantausan  tarhadap  citaas
marynraknt adar palakcanasn kebifjoian don pambangunan, termacik
peraturan di bamah Undang-odang dan kebdjakan yang terkast Rlacyaralkat
Arat !

Malaln  peoyelaracan dan oordimaci kebijakan. Iencona,  pIOgTomm.
anpparan, dan provek antar kmmenterism danlambags unfuk pembangonan
sionomd, cocial dan budaya macyarakat adat don memantau palaksanaannya
dongan tepat

Melaknasan ajudikces kondik yang melibatoon acyaraost Adat.

comtrol® tidak dapat menjadi satu-catumm cara unfulk melmdimpl
macyarakar adat dan hak-haimys. BUU Marynraknt Adat mengaoar
tiga inctrumen, Faives (1) nctrumen pidana barupa panjara, denda, dan
cankri  tambahan yang dibordkan  Amena  parbuatan yang
mongalibatican  hilangoya  keTenangan macyarakat  adat  untok
monjalankan hak-halmnya: (3] morumen pardass dapat barops gantd
rugl yang diberiiean karena perboatan melawan mucom; dan (3)
inctnimen adminictratif dapar berupa pakcanasn  adminictrac,
maekpnicme incentf-dicincentf. campai pencabutan halk.

Hetentuan Peraliban

Eatantuan Peratihan dalam UL tenmng Macyaraicat Adat mengatur 2
[thua] hal yaitl: perfora CIMGA PErATUTAN PRrUNAATE-UNAATEAN
tRricait mmAcyarakar adat tetap Derlaios cepamjany Hoak bertenmmpam
dengan undangundany ni. dan keduh melaoken  hammonicaci
dangan cara mencabat danfateu mengubal MRtEntuAn undang-
undang,

Hetentuan Fenutap

FUL tenmng Macyaraiat Afdat MengaioT jangos wakid parmben tuioam
paraturan pelaiccana, svaluac: pelakcanann BRUT, pambarialnian dam
perintah  untuk mengundangen  CeA  penempatannya  dalam
Lambaran Negara Bepublik Indonasia

undangan.
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a. Membuat mekanicme pengalouan macyaralkat adat dan hak-halk tradicionalny

ang cederhana dan lebih menjamin

ketepatan dan kecepatan certa bersifat administratif. Model pengakuannya adalak deklara

b. Memactlcan ma

. Membentuk lembapa di tngkat nacional dan daszrah untuk melslrcanaksan p

ralcat adat dapat menjalanian eewensngannys

ai dengan hak-hak tradicicmnalmya;
~-procec pengalousan dan perBndungan

raloat adat, termasulk penyelezaian konflic dan melalulkan koordinacsi intas Kementerian fLembaga untuk

memactican hia: ralkcat Adat dapat menilcmat halc-halo

ara utuh.;

. Memactikcan hak-hak tradicional adalah Hak Aczaci Manucia dan merupakan tangpung jawab dan kewajban Negara dalam

pemenuhanny

¥
. Memberikan rectituci dan rehabilitaci untuk pelanggaran-pelanggaran hak-hak tradicional macyarakat adat.
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Bagian ini terbagi menjadi dua yaitu pertama terkait Hak Asal Usul dan/atau Hak
Tradisional sebaqgai Hak Asasi Manusia dan bagian kedua mengatur tentang kewajiban
Masyarakat Adat. Bagian kedua mengatur secara konkret dan lengkap kewenangan-
kewenangan apda saja yang merupakan turunan dari Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional

antara lain, -namun tidak terbatas- pada:

a. Hak untuk menentukan nasib sendiri dan batasan penerapannya
b. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam

c. Hak untuk menjalankan pemerintahan

d. Hak untuk menjalankan hukum dan/atau peradilan adat

e. Hak atas pembangunan

f. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan

g. Hak atas lingkungan hidup

. | y h. Hak atas pendidikan

Nl i. Hak atas kesehatan
_,‘\_ j. Hak atas pengetahuan tradisional
e k. Hak ulayat

* . Hak kolektif perempuan adat
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